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DEPARTENEN PERHUBUNGAN DAN TELERKOMUNINASI
DIRENTORAT JENDERAL PERUUVBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JEN_DERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR' - ... SKEP /93 / 1V / 2001

’

"TENTANG

PERSYARATAN BADAN HUKUM INDONESIA SEBAGA! PELAKSANA PENGUJIAN
PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT PESAWAT L DA A
(GROUND SUPPORT EQUIPM ENT/GSE)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNG AN UDARA.

Menimbang . a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Keputusan - Direkiar Jenderal

' Perhubungan Udara Nomor SKEP / 75 / 1I] / 2000 tenting Peralatan
Penunjang  Pelayanan  Darat  Pesawar Ldara  (Ground — Support
Equipment/GSE), pelaksanaan pengujian peralatan penunjany pelavanan dara
pesawat udara dapat dilimpahkan kepada Budan Hukum Indonesia

b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurur o peri mengatur
persyaratan Badan Hukum Indonesia sebagai pelaksana pergapnn peralatan
penunjang pelayanan darat pesawat udara (Ground Support Eqepmeni!GSE)
dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara,

Mengingat- ;. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentany Penerbungan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lemburan Negaria Nomor 3481).

2. Perawran Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentany Kebendaradaraan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor LOS, Tambalun [ ombaran Newara
Nomor 3662) ‘ '

-

Peraturan  Pemerintah  Nomor 3 Fahun 200 tentung  Kewnimen Jdan
Keselamatan  Penerbangan (Lembaran Negara  Tahun 2001 Moo Y,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

4. Keputusan Presiden Nomoar 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugus,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

. Keputusan Menteri Peﬂmbungan Udara Nomor 1" 112700
tentang “Peraturan-Peraturan Keselumatan P
telah diubah terakhir dengan Keputusan Men
Tahun 2000:

Fabun [uot
enerbangan Sl chavamana
ere Perhubungin Noone WM ]

g £ 1 e i,



Menetapkan

2. Pelaksana Pengujian adalah Badan Hukum [ndonesia

)

6. Keputusan Menter{ Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80  dan

KM.164/0T.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Departemen

Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepuiusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 4Tahun 2000:

7 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udari Nomor SR Han Nl u8s
»

tentang Peraturan Tata Tertib Bandar Udara,

8 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udwa Nomor SKEP- 75 1)

2001 tentang Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawai Udara (Ground
Support Equipment/GSE);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  DIREKTUR  JENDERAL PERPFIUBUNGAN  UDARA
TENTANG PERSYARATAN BADAN HUKLUIN INDONESIA SEBAGAL
PELAKSANA PENGUJIAN PERALATAN PENUNJANC PELAYANAN
DARAT PESAWAT UDARA (GROUND SUPPORT EQUIPMENT (sl

BAL |
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Keputusan ini yang di.nmksud dengan:

[ Badan Hukum' Indonesia adalah perusahiim yang  didirihan
hukum Indonesia untuk Jangka waktu yang ditentukan dulin:
dan dibuat dalam bahasa Indonesia dengan akta notaris, serta melukukan
kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tjuannya dengan modal dasar
memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkun peraturan perundang-
undangan yang berlaku; '

Derdasarkan

anvearan dusar

Yang mempunyii

wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengupim setelih

mendapat sertifikat persetujuan dari Direkiur Jenderal,

Pengujian adalah serangkaian ‘tindakan pengukuran, up coba dur penidaian
yang dilakukan oleh penguji terhadap peralatan penunping oelayatarn darat
pesawat udara untuk  mengetahui pemenuhan  persvaratin tekms  dan
spesifikasi fungsional:

e e e



4. Persyaratan teknis adaluh persyaratun yang berkaitan dengan Karaterisuk
teknis bagian-bagian peralatan yang antara iy meliputi - persyaratan
dasar/pokok, kesesuaian (compatibility), kendali. dan towing intertice,

5. Spesifikasi fungsional adalah persyaratan - yang  berkitan dengan tungsi
peralatan penunjang pelayanan daray pesawal udara yvang antaia lain meliputi
struktur, dimensi, disain/ rancang bangun bagian-bayian peralut.an nereeiakan
dan kestabilan, pengendalian serta tambahan/pilihin,

6. Alat uji adalah peralatan yang dipergunakan untuk etk [engupian
peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara,

7. Sertifikat Persetujuan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direkiur Jenderal
. sebagai bukti terpenuhinya persyaratan Badan Hukum Indonesia Vang mampu

~ bertindak untuk melaksanakan pengujian peralatan penunjang pelayanan darat
pesawat udara:

8 Sertitikal Kelaikan Operasi adalah sertifika yang dikeluarka
Direktorar sebagai bukti terpenuhinya persy
dan spesitikasi fungsional peralatan penun,

civh Kepan
QL I e oy ok
ang pelivanai daan e e o

9 Durektur Jenderal adalah Direkwur Jenderal Perhubungan U do

1. Kepala Direktorat adalah Kepala Direktorat Keselumatan Pencrbangun

-

BAB I
KEWENANGAN MELAKUKAN FENGL AN
Pasal 2

(1) Setiap jenis peralatan penunjang pelayanan daral pesdwat ke vany akan
dioperasikan di bandar udara harus  memenuhi puersvinatar tekms  dan

spesifikasi fungsional .

(2) Untuk menjamin terpenuhinya persyar

atan teknis dan spesitikas tungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pe

rlu dilakukan pengujian.

Pasal 3
(1) Pengujian sebagaimana dimuksud dalam |

Yasal 2
Kepala Direktorat,

St (2 diaknaen oleh

(2) Pelaksanaan Penguwian  sebagaimana  dimuk sud

¢l pada avar (1 dapat
dilimpahkan kepada Badan Hukun Indonesia. ’

i : '
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Peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udari sebagamuuna diaik v anlam

Pasal 4

Pasul 2 ayat (1) terdiri dari -

a. Self Propelled Passenger Loading Steps (Pax Steps)

.

b. Incapacitated Passenger Loading Vebhicle:

¢. Self Propelled Conveyor Belt Loader:

d. Catering Vehicle (High Lift Catering Truck):

¢ Lower Deck Container/Pallet Loader (Fligh Litt Loader),

t. Main Deck Container/Pallet Loader (Main Deck Loader

4. Apron Passenger Bus;

h - Crew Transportation Vehicle:
Lo Alreraft Tractor (Aircratt Towing Tractor) .

J. Aircraft Main Gear Controlled Towbar - less Tractor, .
K. Aircraft Nose Gear Controlled Towbar - less Tractor

I Baygage/Cargo Cart (Baggage Cart);

m. Lower Deck Turntable Container Dolly (Container Dolly)y.

n. Pallet Dolly;

0. Ramp Equipment Tractor (Baggage Towing Tractor),

p. Pallet / Container Transporter (Cargo Transporter Loader).

q. Self Propelled Potable Water Vehicle (Water Service Truck)

r. Selt Propelied Lavatory Vehicle (Lavatory Service Truck ),

s Ground Power Unit for Aircrafi Electrical Svstem,

C o Awcraft Air Conditioning, Cooling Unit (Air Conditionmy Ui 1oy
U A Starter Unit: o
v. Forklift Truck for Loading Aircraft Lower Deck,
w. Selt Propelled Refuelling Vehicle: dan
X, Aviobridge.

‘BAB 111

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROL B SERTH AT
PERSETUIUAN

Pasal 5

Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal + avar (2)
merupakan  Badan  Hukum Indonesin yang tidak  mempunvar Kegiatan
penyediaan, pengusahaan dan pengoperasian peraldian penunjane peliyanan
daiat pesawat udara.

et b
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Pasal 0

(1) Badan Hukum Indonesia untuk dapat bertindak scbagai pelihsaig penguian
peralatan penunjang pelayanan darat pesawal udara, wagih menalike Sernlikat

Persetujuan;

(2) Sertifikat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayi
jangka wakw selama Badan Hukum Indonesia yang
menjalankan usahanya.

Ly dioernihan untuk
beisianuhuiin masih

dasal 7

Untuk memperoleh Sertitikat Persetujuan seb

agiimana dimaksua defam Pasal
6 ayat (1) Badan Hukum Indonesia wajib men

enuhi persvaratan

A administrasi yang meliputi;

L) akia pendirian perusahaan dan perubihannyi ving teiah fisaliian oleh
Instansi Pemerintah yang berwenany (surat keterurvan ot Noturis
atau Instansi Pemerintah yany benvenang buhway
tersebut masih dalam proses).
daftar susunan pemilik modal perusahaun sesvar denean i pendinan
perusahaan termasuk perubahan-perubalinnyg,
3) dattar susunan pengurus  perusahaan sesuir dengin
perusahaan termasuk perubahan-perubahannya,
4) neraca perusahaan tahun terakhir yang telah di
publik khusus bagi Badan Hukum Indoncsi
dari | (satu) tahun;
5) surat keterangan domilisi perusahaan,
0) rekaman Surat Izin Usaha Perdagangan (S1L71),
7) rekaman Tanda Dattar Rekanai (TDR):
- 8) rekaman Tanda Daftar Perusahaun (TDP).
9) rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW )
pembayaran pajak; :
10)surat  perjanjian  kerjasama  atau Joing Operation
kerjasama) dengan mencantumkan pihak  vany
secara keseluruhan disertai dengan tug

pPutivesalian akta

S ]
~

deta pendirimn

audit el akuntun
aovang telah Serday tebih

puerisabaa Jdan bukn

capabia ada
bertanugung  jawab
as Masing-masing prvih,

b finansial yang meliputi:

1) Jenis dan jumlah investasi untuk JangRa w
ke depan; '

2) proyeksi daporan cashtlow, rugi/laba d
minimal S (lima) tahun ke depun,

aktu mmal 3 cona tahun

anonerica uniuh e waktu

B o —



et

i sl o . 2

¢ menguasai alat uji dan dibuktikan dengan:

1) bukti pembelian alat uji;
2) bukti penyewaan alat ujt,
3) bukti perjanjian kerjasama pengunaan alat uji.

d. memiliki sumber daya manusia yang berkualifikas

1) pengetahuan tentang peralatan penunjany  pelavanan pesiwill
udara dan mampu mengoperasikannya sesuai dengan prosedu: .

2) pengetahuan tentang alat Uil dan mampu mengoperasinanin . sesui

» dengan prosedur, '

3)  pengetahuan tentang basic hydraulic, pneumatic
turbin gas dan struktur alat yang diuji;

4) pengetahuan tentang basic mspection;

5)  pengetahuan tentang  peraturan  Kesclumatan
Khususnya yang berkaitan dengan ground handhng,

0) sebagai inspector berdasarkan sural penunjukan v
Kepala Direktorat;

clecine motor bukar,

Ponesaiean sl

ang dikenonarean olen

1

memiliki prosedur pengujian peralutan Penuang peliavinan il nesinwal
udara “untuk  peralatan pentnjing  pelavanan  diat pesavar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

£ memiliki prosedur penggunaan alat uji.
Pasal 8

(1) Permohonan persetujuan sebagal peluksana PURLEan perchite e penanang
pelayanan darar pesawat udara sebagaimana dim
kepada Direktur Jenderal, sesuai deng
ini. o

aRsad datan Pasar s digukan
an-contoh pada Lampiran 1 Keputusan

(2) Pemberitahuan atas ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal 7 dilakukan dalam Jangka wakiu 7 ¢

tupuhy hare keva setelah
permohonan diterima, sesuai dengan contoh paca Lan

i T Keputasan i

(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai pelaksan. Penguian
peralatan penunjang pelayanan darat pesawal udara sebagamang Jinahsud
pada ayat (1) diberikan dalam Jangka waktu 30 (iga puluiyg har herhe setelah
permohonan diterima secara lengkap. |

Vi
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d. melaporkan kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perub

. memberitahukan kepada Direktur Jenderal apabil

1, , .

/(/3') Persetujuan sebagai pelaksana PENGUIUN Peralalin penunjing petin arn diral
pesawat udara sebagaimana dimaksud Padi ayat (3) diberikan olel Diekuur,
serelah ‘memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud datim |
berdasarkan penilaian  dinyatakan layak untuk  dapat hertadai sehaga
pelaksana pengujian peralatan penunjang pelayanan dirat pesawit udis g

. = i
s 7 dan

(5) Penolakan permohonan sebayai pelaksana penwujim peraliatan peaungang
pelayanan darat pesawat udara sebagaimana dimaksud puda ayil (39 diberikan
secara tertulis disertai alasan penolakan, sesuai dengan contoly pada L ampiran
N1 Keputusan ini. '

BAB 1V

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANC
SERTIFIKAT PERSETUJUAN

Pasal 9
Badan Hukum Indonesia yang telah mend

sebagal pelaksana pengujian peralatan penu
diwajibkan untuk

apatkan persctupuan uniui bertinduk
nang pelavinin Jdina Posassal udar

@ melakukan kegiatan pengujian sesui dengan prosedur peneo e eraiatan
penunjang pelayanan daral pesawat udara dan prosciur p
vang telah mendapat pengesahan dari Kepala Direktora
menggunakan alat uji yang dapat dioperasikan.
melakukan kegiatan pengujian peralatan penunjung pelavan
udara setelah Sertitikat Persetujuan diterbitkan,

Ul RIRY Llli

IO resawil

ahar Kepemilikan
pérusahaan atau domisili perusahaan selambat-lambainva 30 (tig. puluh) hari

Kerja sejak perubahan dimaksud:

atenpadi perabasan pengarus
perusahaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) har kerja sepin

pesabahan
~dimaksud:

f. meminta pengesahan Kepala Direktorat atas setip pervbaln prosedur
pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawi udara an prosedur
penggunaan alat uji; |
menyampaikan setiap hasil pengujian kepada Kepala Direktorat seumbat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengujian selesai dilaksunak.n.

h. menyampaikan laporan tahunan kepada Direkiur Jenderal.

i

mematuhi ketentuan-ketentuan dibidang reknis.

OPerias ddn wesehumatan
penerbangan,

Vil
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Pasal 10

(1) Badan Hukum Indonesia selaku Pemegang  Sertifihin P
melakukan pengujian peralatan penunjang pelayvinan dara
berhak uniuk memungut biaya pengujian d
Operasi.

(4) Besarnya biaya pengujian sebagaimana dimaksud padu ay o
berdasarkan pelayanan jasa yang diberikan.

BAB V

TATA CARA PENGUJIAN
PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARA|

) PESAWAT UDARA
dasal 1]

-
Pengujian peralatan penunjany pelayanan daral pesiwal udua il
cara yang tidak menggangu keamanan, Keselamatan,
penerbangan.

St dengan

Ketertiban dan wemncaran

BAB VI

EVALUASI TERHADAP BADAN HUKIN L INDON LS A -
SELAKU PEMEGANG SERTIFIKAT PERSI LS A

Pasal 1.3

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluas; terhadap Badan Fiakeas Teaonesia
selaku Pemegang Sertifikat Persetujuan sekurang-kurangmva i (wiu) kali
dalam 2 (dua) tahun.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kinerja Badan Hukum Indonesia sebagai
pelayanan darat pesawat udara.

dimaksudkan untuh mengerahui
pelaksina pengujan peralatan

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) melipun

1. persyaratan administrasi:.

b. bukti penguasaan alat wji;

¢. kondisi dankualitas alat uji;

d. sumber daya manusia yang berkualilikasi:

§ Pprosedur pengujian peralatan penunjang pelayanan durat pusitaal wdara,
£

prosedur penggunaan alat uji.

viii

Y
ereliiiuan vang
fesinat adaryg
an pemohon Serteiha Nebakan

Corbeetaphan
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b memperoleh Sertitikat Persetujuan deny

BAB Vi
SANKSI
Pasal 14
(1) Sertifikat Persetujuan dapat dicabut apabila
a. Badan Hukum Indonesia melangear sulih
dimaksud dalam Pasal 9; atau

b. rtidak mampu merawart alat u
dapat dioperasikan;

S Retensom e o

ji sehingga alat up vy dhpersianahan adak

(2) Pencabutan Sertifikat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebunyak tga hali bertaat-turut
dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari ke

(3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana  dimaksud
diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan
Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

padias wavar (2 ndak

(4) Jika pembekuan Sertifikal Persetujuim schaginmana dinaksad e v (3)
habis waktunya dan tidak ada perbaikan. Sertifika 1o selties b

Pasal I3

Sertifikat Persetujuan dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pemiekuan,
dalam hal Badan Hukum Indonesia yang bersangkuran terbuki
a. melakukan tindakan yang membahayakan

Keamanan  dan weselamatan
penerbangan; atau

Saicara memberihan weto v an viing
tdak benar pada waktu mengajukan permohonan Seriitikat 1

Soetogtan aldu -
tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan

Sertifikat Persetupian untuk
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BAB VI
KETENTUAN PENUTL:P
” Pasal 16 |
Kepala Direktorat mengawasi pelaksanaan Keputusan ini
Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di = J A K A R I A
’ | Pada tanggal o LEAPRIL 200

Y - ——

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
( l‘(l

SOENARYO. Y
NIP. 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi:

Sekretaris Jenderal Departeren Perhubungan dan Telekomunikasi.

Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi.

4 Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

5. Para Kepala Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan (i,

6. Para Kepala Dinas Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi.

7 Administrator Bandar Udara Soekarno-Hatra;

8. Para Kepala Bandar Udaru: ' ’

Y. Direksi PT. (PERSEROQ) Angkasa Pura I;

10.  Direksi PT. (PERSERQ) Angkasa Pura [1

Il Direksi PT (PERSERO) Garuda Indonesia,

12 Direksi PT. (PERSEROQ) Merpati Nusantara Airlines:

I3 Direksi PT. (PERSERO) Pertamina:

l4. Direksi PT. Mandala Airlines: '
I5.- Direksi PT. Bourag Indonesia: - ’
t6. Direksi PT. Pelita Air Service:

I7. Direksi PT. Bayu Air:

18, Direksi PT. Jatayu Air:

P9 Direksi-PT. Camar Nusantara;

0. Direksi PT Lion Mentari Airlines:
l. Direksi PT. AWAIR,

2. Direksi PT. Indonesia Airlines:

3

Direksi PT. Jasa Angkasa Semesta;
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24, Direksi PT. Gapura Angkasa;
25 Direksi PT. Cardig Air; dan
20, Dureksi PT. Aerowisata.

Salinan sesuai dengan aslinya .
Kepala Bagion Hukum

M

)

AYI

U s S S b e g
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LAMPIRAN I
REPUTUSAN DI RYVUCR 1N I\ .
PERHUBENGAN UDARA

NOMOR SKIETE we oy Juat
TANCGIGAL TEONERIE 2o
Nomor
Sifut :
Lampiran I (satu) berkas Kepada
Perihal Permohonan Sebagai

to

Pelaksana Pengujian
Peralatan Penunjang Pelayanan

Yth,:

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

Darat Pesawat Udara

Dengan memperhatikan Keputusan Dirckiur Jenderad Perhuab e
Nomor

Indonesia wl).n_,.u P&Jcl]\\;llhl l’cngumn Perithatan l’unm,mw

¢

JA K A RT A

vt U dina

tentang  Perssarat; " B odan Fluhum

et v Daral
Pesawar Udara (Ground Support Equipment/GSEay. denwvan i NRTRNY
il Nama perusahaan
b.  Penanggung jawab perusahaan
¢ Alamat atau domisili perusahaan :
d.  Kegiatan usaha :

mengajukan pelmohondn sebagai Pelaksana Peneujian

pelayan

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampukan |

peralatan penungang

an d"uat pesawat udara.

[T A O B T N NN BTN IR RIS

untuk melengkapi permohonan dimaksud yang, terdm dar

a.  Ad
1)
2)
3)
4)
3)
6)
7)
§)
\'))

ministrasi yang meliputi:
Akta pendirian perusahaan dan perubahannyu vang tefabh disahkan,
Daftar susunan pemilik modal perusahaun -
Daftar susunan pengurus perusahaan,
Neraca perusahaan tahun terakhir:
Surat keterangan domilisi perusahazn,
Rekaman Surar 1zin Usaha Perd: agangan (SILP)
Rekaman Tanda Daftar Rekanan (TDR).
Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (1 l)| )
Rekaman ketetapan Nomor Pokok Waiph Paraic NI

SN PR N )
yang masih berlaku dan bukii pembayaran Pk

10)  surat perjanjian kerjasama atau Joine Operation,

: N

et N e e
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v

Tembusan Yih. .

!
2

@

Finansial yang meliputi- _

b) jenis dan jumlah investasi untuk jangka wakiu minimai 5 ¢imag abun ke
depan; o

2) proyeksi laporan cashflow, rugi/laba dan neraca uniuk fneha wakiu
minimal S (lima) tahun ke depan;

Bukti penguasaan alat uji;

Daftar sumber daya manusia yang berkualifikasi. beserta suia penunukan

sebagai inspector; '

Prosedur pengujian untuk masing — masing peralatan penunjang pelavanan

darat pesawat udara: '

Prosedur penggunaan alat uji;

Demikian permohonan kami, jika disetujui kami menyanakan bersedia memenuhi
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berluku di bidang DU angim

Pemohbhon

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara: dan
Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan, Ditjen Hubud

Salinan sesuai dengan aslinya
aginan Hukum

Kej

Ia B
N

DIREKTUR JENDERAL PERMUBUNGAN 1 DA RA
1d

SOENARYOQ Y
NIP. 120038217
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LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN DIREK TUR JENDERAI
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR  © SKEP/ 9} N 20
TANGGAL @ 11 APRIL 2005

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Jakarta,

1 (satu) berkas , Kepada
Pemberitahuan Atas Ketidak -
lengkapan Persyaratan Permohonan. Yth.
di
Ivfemperhatikan dan memeriksa surat Saudara Nomor ... ... .. tangyal

perihal permohonan sebagai pelaksana pengujian Peralatan Penunjang Pelayanan
Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE), dengan ine disampaikan
bahwa permohonan Saudara masih belum lengkap, maka dimonon  Saudara
: melengkapi persyaratan sebagai berikut : :

.............................

e :
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kusih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SOENARYO Y
NIP. 120038217

Tembusan Yth, :

I~ Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan .
2. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan, Ditjen Hubud.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
- ud

SOENARYQ Y
NIP. 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya

q Bagian Hukum
v,

Xiv




LAMPIRAN il
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAY.

PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR ' SKREP /vy 1N 2oy
TANGGAL L1 APRIL 2001
Nomor ’ Jukarta, . o
s Sifat
P Lampiran : 1 (satu) berkas : Kepada
Perthal : Penolakan Sebugai Pelaksana Pengujian
P Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Ytho @
Pesawat Udara.
" di
th
1 - ‘ . Memperhatikan dan memeriksa surat Saudara . tang il :
. perihal Permohonan Sebagai Pelaksana Pengujian Peralutun Penunjing, Pelayanan
Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE), dengan ini disampaikan
bahwa karena ................. (alasan  penolakan), maka Kami tidak  dapat
menyetujui permohonan yang Saudara ajukan.
2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
i '
}, ' DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SOENARYO Y
NIP. 120038217
Tembusan Yth. :
I, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara: dan
2. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan, Ditjen Hubud.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
1 : SOENARYO Y
NIP. 120038217 °
Salinan sesuai dengan aslinya
- ﬂ(@l}la}Bagiuu Hukum
etdit]’e" tupungan Udara
- NV
|
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A S e R i e e A



LAMPIRAN |V

KEPUTUSAN BIREKTUR JENDERAL.
PERHUBLINGAN UDARA

NOMOR v SKEPZ 93 /4 1V 7 200
TANGGAL @ 11 APRIL 2001

Nomor Jakarta, ......... ... .. .

Sifat

Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada

, Perihal ~ :  Persetujuan Sebagai Pelaksana Pengujian
Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Yth.
Pesawat Udara
di
1. Memperhatikan dan memeriksa surat Saudara nomor : ... tanggal
perihal permohonan sebagai pelaksana pengujian Peralatan Penunjang Pelayanun Darat
; Pesawat deara‘ (Ground Support Equipment/GSE), dengan menimbang pada
! 'persyaratan dan keabsahan permohonan Saudara dengan ini kami menyetujui
permohonan; Saudara untuk dapat bertindak sebagai pelaksana pengujian Peralatan
1 Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE).
Lo 2. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan
} ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
¢ : _
/ DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
. d
: SOENARYQ Y
_ NIP. 120038217
Tembusan Yth. : i ‘
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan

' 2. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan, Ditjen Hubud.

! DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
i o ‘ . td

SOENARYO Y
NIP. 120038217
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